Ringkasan PMK 37 Tahun 2025 -

Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang
Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau
Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan
melalui Sistem Elektronik

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemungutan
pajak  secara  keseluruhan, khususnya terkait dengan Pajak
Penghasilan (“PPh”), Menteri Keuangan (“Menteri’) memutuskan untuk
memperkenalkan mekanisme yang berlaku terhadap penunjukan pihak lain
sebagai pemungut PPh, serta prosedur yang berlaku untuk pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan PPh yang dipungut oleh pihak lain tersebut atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang domestik melalui
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PMSE”) melalui penerbitan
Peraturan No. 37 Tahun 2025 (“Permenkeu 37/2025”), yang berlaku sejak 14
Juli 2025.

Permenkeu 37/2025 telah diterbitkan untuk menanggapi dinamika yang sedang
berlangsung dalam ekosistem pasar Indonesia melalui penyediaan fasilitas
oleh Penyelenggara PMSE (“PPMSE”) bagi para pedagang, yang diharapkan
dapat mempermudah kepatuhan para pedagang terhadap kewajiban
perpajakan mereka. Permenkeu 37/2025 kini dapat memungut PPh dari
pedagang secara langsung. Meskipun kewajiban perpajakan dalam sektor
PMSE telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (“PP
80/2019”), kerangka tersebut belum mewajibkan PPMSE untuk bertanggung
jawab atas kewajiban perpajakan pelaku usaha lainnya, termasuk para
pedagang.

Perlu dicatat bahwa penunjukan PPMSE sebagai pihak ketiga pemungut pajak
sebenarnya bukanlah konsep baru dalam sistem regulasi perpajakan
Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 81 Tahun 2024 (“Permenkeu
81/2024”), PPMSE termasuk dalam daftar pihak yang ditunjuk sebagai
pemungut Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) atas barang/jasa kena pajak
setelah memenuhi persyaratan tertentu, dengan konsep yang serupa
sebagaimana dengan yang diatur dalam Permenkeu 37/2025.

Mengingat pentingnya pemungutan PPh oleh PPMSE, terutama bagi bisnis
yang beroperasi di sektor PMSE, edisi kali ini merangkum ketentuan baru yang
diperkenalkan dalam Permenkeu 37/2025, khususnya terkait dengan hal-hal
berikut:

1. Kriteria yang Berlaku atas Pemungut PPh dan Pedagang yang Dipungut;
2. Informasi yang Harus Disediakan oleh Pedagang; dan
3. Pemungutan PPh Pasal 22: Jumlah, Prosedur, dan Pengecualian.



Kriteria yang Berlaku atas Pemungut PPh dan Pedagang yang Dipungut

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PPMSE kini ditunjuk sebagai pihak
ketiga yang bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
PPh Pasal 22 yang diperoleh pedagang domestik. Dalam hal ini, PPMSE wajib
mematuhi mandat pemungutan PPh Pasal 22 ini dengan menggunakan
rekening eskro (escrow account) untuk memungut penghasilan dan memenuhi
kriteria berikut:

1. Memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyedia elektronik untuk
melakukan transaksi di Indonesia yang melebihi jumlah tertentu dalam 12
bulan; dan/atau

2. Memiliki jumlah traffic yang melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Jumlah nilai transaksi dan/atau jumlah traffic yang disebutkan di atas akan
ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak (“Direktur Jenderal”) atas
nama Menteri. Sebagai perbandingan, perlu dicatat bahwa jumlah transaksi
dan/atau traffic yang berlaku atas pemungutan PPN oleh PMSE, Peraturan
Direktur Jenderal No. PER-12/PJ/2025 (“PerDJP 12/2025”) menetapkan
batasan sebagai berikut:

1. Nilai transaksi: melebihi Rp. 600 juta dalam 12 bulan atau Rp. 50 juta
dalam satu bulan; dan/atau

2. Jumlah traffic.: melebihi 12.000 akses dalam 12 bulan atau 1.000 akses
dalam satu bulan.

Sementara itu, terkait dengan pedagang domestik yang dikenakan
pemungutan PPh sebagaimana disebutkan di atas, Permenkeu 37/2025
menegaskan bahwa pedagang juga mencakup perusahaan jasa pengiriman
atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lain yang melakukan transaksi
dengan pembeli barang dan/atau jasa melalui PMSE. Pedagang berikut ini
akan dikenakan Permenkeu 37/2025 jika memenuhi kriteria berikut:

1. Menerima penghasilan melalui rekening bank atau rekening keuangan
sejenis; dan

2. Melakukan transaksi menggunakan alamat Internet Protocol (IP) di
Indonesia atau nomor telepon dengan kode negara Indonesia.

Selain itu, perlu dicatat bahwa pedagang domestik yang dikenakan
pemungutan PPh sebagaimana disebutkan di atas merujuk pada mereka yang
memiliki peredaran bruto (nilai pengganti sebelum dikurangi potongan) sebesar
lebih dari Rp. 500 juta pada tahun pajak berjalan. Dalam hal ini, pedagang yang
tidak memenuhi batas nilai tersebut tidak dikenakan pemungutan PPh,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (secara bersama-
sama disebut sebagai “UU 7/1983").



Informasi yang Harus Disediakan oleh Pedagang

Sebagai konsekuensi dari pemindahan tanggung jawab pemungutan PPh
kepada PPMSE sebagai pihak ketiga yang ditunjuk untuk memungut PPh,
Permenkeu 37/2025 mengharuskan pedagang domestik untuk menyerahkan
informasi terkait pengumpulan PPh (misalnya nomor identifikasi wajib pajak
atau nomor identifikasi kewarganegaraan dan alamat untuk korespondensi)
kepada PPMSE. Selain itu, pedagang dengan peredaran bruto hingga Rp. 500
juta pada tahun pajak berjalan juga harus menyerahkan surat pernyataan yang
membenarkan peredaran bruto tersebut bagi wajib pajak orang pribadi.

Informasi dan surat pernyataan di atas harus diserahkan kembali setiap awal
tahun pajak berikutnya, sepanjang pedagang domestik yang bersangkutan
memperoleh peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Namun, jika pedagang memperoleh surat keterangan bebas pemotongan
dan/atau pemungutan PPh (“Surat Keterangan Pembebasan”), pedagang
harus menyerahkan kembali informasi dan surat pernyataan tersebut setelah
memperoleh Surat Keterangan Pembebasan.

Perlu juga dicatat bahwa penyampaian informasi dan surat untuk tahun pajak
2025 harus disampaikan kepada PPMSE paling lambat satu bulan sejak
penunjukan pemungut PPh pihak ketiga oleh Menteri.

Pemungutan PPh Pasal 22: Jumlah, Prosedur, dan Pengecualian

Sesuai dengan Permenkeu 37/2025, jumlah PPh Pasal 22 yang harus dipungut
oleh PPMSE ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang
domestik, sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan (tidak termasuk
PPN dan pajak penjualan atas barang mewah). Setiap PPh bersifat final yang
dikenakan pemungutan ini menjadi bagian dari pelunasan PPh bersifat final
pedagang. Namun, setiap selisih kurang pembayaran antara PPh bersifat final
pedagang dan yang dipungut oleh PPMSE, mewajibkan pedagang tersebut
untuk menyetorkan PPh bersifat final secara mandiri.

Perlu dicatat bahwa Permenkeu 37/2025 juga menegaskan bahwa
pemungutan PPh Pasal 22 di atas tidak berlaku untuk penghasilan tertentu
yang diperoleh pedagang domestik, yang berarti PPh tetap harus dibayar
dan/atau dipotong dan/atau dipungut, dibayar, dan dilaporkan sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Pemungutan PPh yang dikecualikan ini
berlaku untuk penghasilan pedagang domestik yang terkait dengan jenis
transaksi berikut:

1. Penjualan barang dan/atau jasa 4. Penjualan pulsa dan kartu
oleh wajib pajak orang pribadi perdana;
domestik dengan peredaran bruto 5. Penjualan emas perhiasan,
sampai dengan Rp. 500 juta pada emas batangan, perhiasan yang
tahun pajak berjalan dan telah tidak sepenuhnya terbuat dari




menyampaikan surat pernyataan
yang relevan;

. Penjualan jasa pengiriman atau
ekspedisi oleh wajib pajak orang
pribadi domestik yang
merupakan mitra dari perusahaan
aplikasi berbasis teknologi yang
menyediakan jasa angkutan;

. Penjualan barang dan/atau jasa
oleh pedagang domestik yang
telah  menyampaikan  Surat
Keterangan Pembebasan;

emas, batu permata, dan/atau
batu sejenis, yang dilakukan
oleh pabrikan emas perhiasan,
pedagang emas perhiasan,
dan/atau usaha emas batangan;
dan/atau

. Peralihan hak atas tanah

dan/atau bangunan atau
perjanjian pengikatan jual beli
atas tanah dan/atau bangunan
(termasuk segala
perubahannya).

Meskipun contoh-contoh pemungutan PPh pedagang domestik oleh PPMSE
telah dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Permenkeu 37/2025, secara
keseluruhan, kerangka ini mewajibkan PPMSE untuk menyetorkan dan
melaporkan PPh yang dipungut dari pedagang ke kas negara. Setoran tersebut
harus dilakukan dengan menyediakan rincian informasi berbagai data
pedagang domestik yang dipungut (selain informasi yang disampaikan oleh
pedagang, PPMSE juga harus menyediakan informasi lain seperti nama
rekening pedagang dan alamat email pembeli barang/jasa) kepada Direktur
Jenderal sebagai satu kesatuan lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Unifikasi.

Meskipun proses pemungutan data dan informasi terkait PPh dari pedagang
domestik mungkin tampak sederhana, mandat baru ini menghadirkan
tantangan tersendiri, karena PPMSE diharuskan untuk mengembangkan
sistem dan/atau prosedur khusus untuk memungut data pedagang. Namun,
melihat kurang jelasnya Permenkeu 37/2025 dalam memberikan cara
pemungutan data dan informasi, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce
Indonesia (idEA) menyampaikan bahwa mungkin diperlukan waktu hingga satu
tahun untuk terus mengembangkan mekanisme yang memungkinkan
pedagang mengunggah data dan informasi terkait PPh mereka melalui
PPMSE.

Poin Penting

Pemberian fasilitas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22,
sebagaimana yang diberikan oleh PPMSE kepada pedagang domestik,
diharapkan dapat mempermudah kepatuhan dan mendorong kepatuhan pajak
oleh pedagang di seluruh negeri. Namun, mandat baru ini mengharuskan
PPMSE memastikan bahwa mereka mampu menyediakan fasilitas tersebut,
termasuk dengan memastikan pedagang domestik menyiapkan informasi
penagihan atas transaksinya, karena dokumen tersebut termasuk yang harus
diserahkan oleh PPMSE kepada Direktur Jenderal. Namun, sangat penting
bagi PPMSE, sebagai pihak ketiga yang ditunjuk untuk memungut PPh Pasal
22, untuk memahami Permenkeu 37/2025, karena ketidakpatuhan dapat



mengakibatkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang perpajakan dan penyelenggara sistem
elektronik swasta.



